PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOCMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTAN!AN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YTANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimoong . 0. bchwo penyelenggarcan  pelayonon,  khususnya  pelaycncn
penyuluhan, baik dibiceng pertcnian, perikanon maupun kehutanon
yang diberikan oleh cperatur pemerintah kepada masycrakat peteni
merupakan suatu kewajivan dan pedu semakin ditingkatkan beix dori
segl koulitos moaupun kucntlics, terctama dalom rangka upoya
peningkatcn ketchancn pangon:

b. bchwa dalam upcya peningksaten efekliviias penyelenggeracn
pelayanon penyuluhan bideng pertonian, oerikanan dan kehutancn
kepada masyaraket peteni perlu disusun dan ditala mekonisme den
prosedur penyelenggaraan pelayonon penyuiunan,  sesual Undong-
Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Sistem Penyuluhan Perianion,
Perikencn, dan Kehutanen;

c. bchwa penyelenggorcan peicyanan penyuluhan bidang pertenicn,
perkanan dcn kehulcnca merupaken urusan wajib yeng harus
diloksangkan pemerintah kcbupaten don coleh karena perlu dibentuk
lembogo penyuluhan sesuci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Orgenisasi Perangvat Doerah;

d. bchwa univk maksud dictas, periv dibentuk Badan Pelcksana
Penyuluhan Pertonian, Perircnan don Kehutanen di  Kabupaoten
Sanggau dalam suatu Peraturan Deerah.,

Mengingct - 1. Undang-Undang Nomor 27 Tchun 1959 tenicng Penctcpan Undang-
Undang Dcrurat Nomor 3 Tohun 1953 tentang Pembentukon Coerch
Tingkat II ¢i Kalimantan (Lemooran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor ¢ ) sebageai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tchun 1959 Nomor 72, Tembehan Lemberen Negara
Republik Inconssia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenlcng Pokok-Pokok
Kepegawaicn (Lembaron MNMegara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 85, Tambgshan Lembaran Negere Repubiik Indonesia Nomor
3044 ), sebageimena telgh divbah ¢engan Undang-Undaong Nomor 43
Tohun 1999, (Lembarcn Negcra Republik indonesia Tahun 1999 Nomor
149, Tombchcn Lemboren Negera Republik Indonesic Nomer 38%0):
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tohun 2004 ientang Perbendaharacn
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tohun 2004 Nomor §,
Tombahan Lemboran Negara Republik Indonesia 4355);

4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambcohon Llembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 4389%};

5. Undang-Undang Nomor 32 Tchun 2004 lentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 1235,
Tambahan Llembaran Negora Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana teloh divbah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentong Penetapan Peraiuran Pemerinioh Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tohun 2005 tentang Perubchan atcs Undang-
Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Doerah menjadi
Undang-Undang { Lembaran Negora Republik Indonesia Tehun 2005
Nomor 108, Tombahan Lembaron Negara Repubtfik Indonesia Nomor
4438 1

6. Undang-Undong Nomor 33 -Tahun 2004 tentang Perimbangon
Keuangon Antcra Pemeriniah Pusot don Dcerch (Lembaran Nagar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambohcon lembaran
Negara Republik Indonesic Nomor 4438);

7. Undang-Urndang Nomor 16 Tahun 2004 tentong Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan don Kehutanan {Lemboran Nagar Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92. Tc:mbc:hcm lembaran Negaro
Republik Indonesia Nomor 46460});

8. Peraturan Pemerintch Nomor 38 TYahun 2007 itentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintch, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerch Kcbupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesic Tahun 2007 Nomor 82 Tambcahon Lembaran Negara
Republik iIndonesia Nomor 4737);

9. Peraluran Pemerinich Republik Indonesic Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisast Perangkat Daerch [Lemboron Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8%, Tombahon Lembaron Negare
Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Mentern Calam Negerd Nomor §7 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Qrganisasi Perongkat Daerch;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tohun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangon Daeroh;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Songgau Nomor 12 Tahun 2007 tentong
Urusan Pemerintiah Kabupaten Sanggaou.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DAN
BUFATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  SANGGAU  TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! BADAN PELAKSANA

FENYULUHAN  PERTANIAN, PERIKANAN DAN  KEHUTANAN
KABUPATEN SANGGAU.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

N Pasal 1

Dalam Peraturan Daeroh ini yang dimaoksud dengan :

a.
b.

Doerah adalah Kabupaten Songgou.

Kepalo Daerah adalah Bupati Sanggou: .
Pemerintghon Daerah adalah penyelenggaraon urusan pemerintahon oleh Pemenmch_
Doerch dan DPRD menurut asas otonomi don fugas pembantuan dengon prinsip oipnom:
seiuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negaro Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaoksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Doerah adclah Gubernur, Bupoti arau Walikota cdan Perongkat Daerah
sebagal penyelenggare pemernntohan doerah;

Perangkat Doerch adaloh unsur membaniy Kepala Daeroh dalom penyelenggaroan
pemerintohan daerah yang terdid dar sekretoriat daerah, sekretarict DPRD, dinas doerah.,
lembage teknis daerch, kecamatan don kelurahan;

Badan Pgloksona Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  adalah Perangkat
Daeroh yang. memiliki tugas pokok don fungsi peloksanaan penyuluhon dibideng
pertanion; perkanan don kehutanon di Kabupaten Sanggou;

Penyuluhan pertanion, perikanon don kehutanan selanjutnya disebut penyuluhan adalah
proses pembelciaran bagi pelaku utama serta pelaky usaha agar mereka mau dan
mompu menolong danmengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologl, permodgion don sumberdoyo lainnya sebagel upaye uniuk meningkatkan
produkiivitos, efisiensi vsaha, pendapatan, don kesejohieroannya, serta meningkotkan
kesacaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Desentrglisasi adaloh peyerchan wewenang pemerninichon oleh Pemerintah kepoda
Daerah Otfonom uniuk mengatur don mengurus uruson pemeriniahan dolom  sistem
Negara Kesatuon Republik indenesio;

Tugas Pembantuan gdoloh penugason dari Pemerintah kepada Doeroh donfatau Desa
don don Pemerintah Propinsi kepado Kabupoten/Koto danfaolau Desa serta daii
PemeriniQh Kabupoten/Kota kepada Desa untuk melaksanckon tugas-tugas tertenty;
Otonomi Daerah adglah hak, wewenang dan kewgjiban doerch otonom untuk mengatur
dan mengurus sendii  urusan pemerintchan  dan kepentingan masyarakat setempat
sesugl dengan peraturan perundang-undangen:

. Eselon adaloh Tingkaton dalam Jabatan Struktural;

Kelompok Jabaton fungsional adalah Kedudukan yong menunjukkan tugas, tanggung
jowab dan hok seseorong Pegawal Neger Sipit dolom sctuan-satuen organisasl vang

dalem pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlicn den atou keterampilan tertentu
serta bersitot mandid,

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

', Dengan Peroturan Daeroh(ni dibentuk Bodan Pelaksana Penyulunon Pertonian, Perikanan dan
3 Kehutanan Kabupaten Sanggau. )

BAB Il
SUSUNAN ORGANISAS!

Pasal 3

I Susunon Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhon Pertenian, Perikanan dan Kekutonan

terdin dori :
0. Kepala, membawahi sedanyak-banyaknya 4 {empat) bideng dan 1 {satu) Sekretariot:
b. Sekretarial,. membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagion;

c. Bidang, don masing-masing bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua} sub
bidong;

d. Sub Bagian;

e. Sub Bidong:

f. Unit Pelaksana Teknis Badan: dan
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g. Xclompok Jabaten Fungsional.

[2) Sekretoriat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidong, Unit Peloksana Teknis dan Kelon'_n-p.o}: Jabaton
Fungsional sebagaimano dimaksud pads posal 3 ayot {1) Peraturan Daerah ini, jumlahnya
ditentukan berdasarken cnatis's beban kerjo ¢on peraturan yang berdeku;

13) Strukiur organisosi, Tata Kerjo, rincian fugas pokok dan fungsi Bader Pelaksana Penyuluhen

Pericnicn, Perixanan don Kehutanan ditetapken dengan Peraturan Kepala Daeron.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS! P

Pcsal 4

{1} Boden Pelcksena Penyuluhen Perfenicn, Ferikancn don Kehutanan merupakon unsut
pendukung tugas Kepala Daerah, yong dipimpin oieh Kepaic Badon:

(2) Xepcic Boden dalem meloksanokan tugesnya berade dibewah dan bertanggung jawed
kepcde Kepcla Daeron melalui Sexretaris Deergh:

Pasal &

gadan Pelcksene Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanon sebagoimana tersebut

i progrema penyuluhan, meloksanakan  penyuluhen, pembinacn don  pengembangan
q kerjecsamao penyuluhon, meningkatkan kepasitas kelembagaan den penyuluh PNS,

oo i ded

ARl

Pascal &

Uniuk menyelenggerekan tugas sebagaimena dimaksud Pasar S Peraluran Daerch ini. Baden

{ Peicksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan den Kehutanan, mempunyoi fungsi :

¢. Fasilitesi proses pembelajeran pelcku utama dan pelaku useho ;

b, Pengupaycen kemudchen akses pelaku vtcmao dan pelcku usaha  kesumber informasi,
texnologi, cen sumber daya lainnyg;

¢. Peningkclen kemompuan kepemimpinan, mongjeriol don kewirqusohoon peloky utame
dan pelcky yscha;

d. Pemecchen masalah serta merespon peluong ¢on tontongon yang dihadepi peloku
vtema dan pelcku usoha yeng mengelola useha;

g, Peningkaten kesaderan peloku viama den pelaku usaho terhadap kelesterian fungsi
lingkungcn:;

Pelembegoon nilgi-nilai budoyo pembangunun pertanian, perikanan can kehutancn yeng
mciju dan modern pagi pelcku vtoma secara berkelanjutan; dan

Pelcksenacn tuges Icin yang diberikan oleh Kepala Doaerch sesuoi dengen jugas den

w?

xewenangonnyaq,

BAB V
UNIT PELAKASANA TEKNIS
Pasal 7
redo Baden Pelaksona Penyuluhon Pertanion, Perikonen don Kehutonan dapat dibentuk Unit
‘sloksana Teknls Badan, uniuk melaksangkon tugas-tugos teknls operasional Beden,
sividengnyo yang mempunyai wildyah kerja melipuli satu ateu beberopa kecomaten;

Pasal' 8

At Pelaksang Teknis Bedan sebegaimence dimaksud pada pesal 7 Peraturan Deerch ini,
oimpin oleh Kepaic yong berado didawch den bertanggung Jawab kepads Kepala 8edan
o secera opercsionatl dikoordingsikan oleh Camet.
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Urit Pelaksana Teknls Badan dibentuk atos usul Kepola Badan sesuci dengan kebutuhan don
kewenangan serta berdasorkan Peraturan Perundang-undangan yang beraku.

BAB VI
XELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

Pada Badcn Pelaksona Penyuluhon Pertonian, Perikanan don Kehulanon dapot ditetopkon
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhon dan ketentuan peraturan perundang-
undangen yang beraku:

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimena pacda Pasal 12 Peraturan Daerah inl, mempunyai
tugas meloksanakan kegiotan teknis dibidang kechlionnya masing-masing sesual dengan
kebutuhaon:

R e

Pasal 12

A1) Kelompok Jabotan Fungsional sebagoimona tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini
\ terdin dori sejumich tencgo dalom jenjang jobatan fungsional yong dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibowah dan berianggung
, jawab kepada Kepala Dinas Lembaga Teknis Daerch;

A(2) Xelompok Jaboton Fungsioncl sebagaimane dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat

dibogi otas kelompok don sub kelompok sesuai dengan kebutuhen beban kerja don
keahliannyq; :

f[3) Pembinaar terhadap tencga fungsional dilaksanakan sesuoi dengan peraturan
: perundang-vndangan yang beraku.

BAB VI!
TATA KERJA

Pasal 13

Al Dalom meloksanakan tugasnya Kepala Badon, Sekretaris, Kepalo Bidang, Kepala Sub

Bogion dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip Koordinasi. Integrasi don
Sinkronisasi.

) Setiop Pimpinon Satuan Orgonisasi dalam lingkungan Badan Pelaksand Penyuluhan
Pertanian. Perkanan dan Kehuionan tertonggung jowad memimpin don
mengkoordingsikan bawdhannya masing-masing don memberkan bimbingan serto
petunjuk bagl pelaksanaan fugas bawahannya.

Pasal 14

1) Setiop Pimpinan dalam Satuan Grganisasi wajib mengikutl don memaotuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggung jowab kepada atasannye dan menyampaikan laporan berkolo pada
wakiunya.

[} Setfiap loporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Orgenisasi darl bowahan wajib diclah
dan dipergunakon sebagai bahan penyusunan loporan lebih lanjut dan uniuk memberikan
. petunjuk-petunjuk kepoda bawahonnya.

Pasal 1§
't hlom hal Kepaola Badan berhalangan, tugas-tugasnya dilakukan oleh secrang Kepala gidon

f-lou Sekretors yong ditunjuk oleh Kepala Deerch dengon memperhalikon daftar unut
nangkaten.
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BAB Vil
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 16

(1) Kepalo Badan adaleh jabatan struktfural eselon ii.b.

(2) Sekretaris adaiah jabotan strukiura! eseion lli.a.

(3} Kepcle Bidang odalch jabaion strukiural eseion b,

{4) Kepclo Sub Bogion, Kepala Sub Bidang don Kepala Unit Pelakscna Teknis Badan adalah
Jobatan struktural esefon [V.a.

{5) Kepale Sub Bagian poda Unit Pelcksana Teknis Badan odalah jobaton siruktural eselon IV.b.

Pasal 17

{1} Kepolo Boden diangkat don diberhentikon deh Kepala Doeroh dan Pegawai Neger Sipil
yang memenuhi syarat, seteloh berkonsultosi secore tertulis dengan Gubernur Kalimanton
Barct; )

(2) Sekretaris <an Kepola Bidong poda Badan Pelaksena Penyuluhaon diangkat don
diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Megeri Sipit yang memenuhi syarat;

{3) Kepcala Sub Bagian, Sub Bidang, dan Kepala UPT Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertonian, Perikanan dan Kehutanan dapat dicngkat den diberhentikon oteh Sekretars
Doeroh don Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, otas pelimpahan kewenangan
dari Kepalo Daerah; |

1 (4} Pengangkoion Pejabatl Eselonll, Ml don IV dilingkungon Bodon Pelaksona Penyuluhon
Pertanicn, Perikanan dan Kehulanan, mempertimbangkan syarat dan kompelensi jabaton
yong telch ditetapkan berdasarkan hasil analisis jobatan don peroturan yang beraku.

BAB IX

PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pegolo bioya yong diperukan sebagai okibal dikeluarkannya Peraturen Daerch ini,
‘gbebonkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

‘poluran pelaksoncon dor Peraluran Daerah nl vong bersltat teknis adminisiratit diatur
Imudion dengan Percturen Kopaola Daerah.

BAB Xi

‘ KETENTUAN PERALIKAN
] Pazal 20

’ Oengan berakunya Peraturan Daerah ini, maka segola percturan yang bertentangan
- dengan peraturan ini'dinyatakan tidak bericku lagi.

!

| Badan Pelaksana Penyuluhan Pertonian, Perikanan dan Kehutonan yang terbentuk
\ berdasarkan Pergturan Daerah ini, harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya
: paling lambot 1 {satu} tahun seteloh beriakunya Peraluran Doerah ini

{

i

1719



-,

BAB X!

PENUTUP

Rt

Pasal 18

Peraturan Daerah Inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seticp orang dapat mengetehuinyo, memerintohkan pengundongen Peraturon Daerah
ini dengan penempatonnyg dolom Lembaran Daergh Kebupaten Sanggou.
..g .

Ditelapkon di  : Senggau
Pada tanggel : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pads Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABYPATEN SANGGALU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGCAU
TAHUN 2008 NOMOR 24
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BAE XJ
PENUTUP
Pasa! 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku poda tanggal diundangkan.

Agor setiop orang dapoi mengetlchulnya, memerintahkon pengundongon Peraturan Doerah
ini dengan penempatonnys dalam Lembaran Doeran Kabupaten Songgau.

i Ditetopkan di  : Sanggau
Poda tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Td
YANSEN AKUN EFFENDY

DiUndongkan d : Songgou

Pada Tanggal : 28 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGALU,
) Tid
F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAR KABUPATEN SANGGALU
TAHUN 2008 NOMOR 24

Untuk salinan yang sgh sesual dengon oslinya

Drs. F, ANDENG SUSENO, M.S!
Pembind Utama Mudao
NIP, 010091997
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